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PERATURAN DAERAH KOTA BANJAFIBARU
NOMOR L2 TAHUN 2013

lENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAI- TUHAN YANG MAI]A ESA

WALIKO'TA BANJARBARU.

bahwa sehubungan dengan perkembangan ya,ng tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berj alan maka perlu dilakukan Pembahal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebag;aimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
terrtang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangu.nan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Mengingert

b.

l



3.

4.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t€ntang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UndangUndang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Iembaran Negara Republik lndonesira Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralrtrir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan lGdua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Unciang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan krnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtlentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Femerintah Nomor 1O9 Tahun 2O0O tentang lGdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil ?Gpala
f)aerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan nembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4O28);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angota
Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) seb.gaimana telah diubah treberapa, t<ali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan R.akyat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah l\omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l^ayanan Umum
(krnbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan l-embar Negara Republik Indonesia Nomor
53ao);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesira'Iahun 2OlO Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3O Talun 2OI1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1?0OS tentang Dana Perirnbangan (Iemba.nan Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan trembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O1l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 311);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O11 tentang Pembentrrkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 694);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarberru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kota Banjarbam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Irmbaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2O08 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2OI2 terrtarlg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Eanjarbaru Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

f,IEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAF:I
KOTA BANJARBARU

dan
WALIKOTA BANJAF'.BARU

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAIIBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 662.696.090.820,00 bertambah sejumlah
Rp. 78.77L473.530,O0 sehingga menjadi Rp.74L.467.564.350,00 dengan rincian sebagai berikut :



a.

b.

c.

Pend,apatan Daerah
1. Semula
2. Bertambah I berkurang

."Iurnlah Pendapatan Setelalh Perttbahan

Belanja Daerah
1. Semula
2. fiertanrbah/ berkurang

Jumlah Betanja Daerah Setelah Pe:rubahan
Surplus/ Defisit setelah Ferubahan

Pembiayaan Daerah :

1. Penerin:raan
a) Sernula
b) Bertarnbahlberkurang

Jumlah Penerirnaan Setelah Perubelhan

2. Pengeluaran
a) Semula
h) Bertambahlberkurang

Jurnlah Pengeluaran Sr:telah Peruberhan
Jumlah Pemtriayaan neto sretelah perubahan
L$isa letlih pennbiayaan anggaran setelah pembahan

Pasal 2

Pendapatarn Daerah Sebagainrana dimaksud dalarn Pasiil 1 terdiri dani :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1. Sernula
2. Bentambarh/berkurang

Jurnlah Fendapatan Asli Daerah Sel-elah Ferubahan

Rp. 662.596.090. 820,00
&UZa 771.47'3.530,00

Rp. 679 .6L4.033.595"00
Rtr:. 104.098.839.745-00

Rp 73"417.942.775,43
Rp. 1 1 1"827.366.215;!Q

Rp. 56,500.000.000,43
Rp. 86.500.Q00.000.40

Rp. 54.375.989,000,00
c.09

Rp. 74I.467.56r[.350,00

Rp. . 783.7 12.873.340.OQ
Rp. (42.2'+5.308.990,O0)

Rp. 185 .21:15.308,990,83

Rf I 43.000.000".000.89
Rp 42.245.308.990,00
Rp, 42.245.308.990,O0

(1t

Rp. 65.732.025.030,00



Jumlah Lain{ain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan

(21 Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hasil Pajak Daerah Sejumlah

1. Semula Rp. 25.350.510.930,00
2. Bertambah/berkurang

Jurnlah Pajak Daerah Setelah Perutrahan

b. Hasil Retribus:i Daerah sejtrmlah
1. Semula
2. Bertambahlberkurang

Jumlah Retribusi Daereih Setelah Penrbahan

c. Hasil Pengelolaan KeX<ayaan Daerah yang dipisahkan sejumnah
1. Semula
?,. Bertambah/berkurang

Rp. 5,346.741.630pQ

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

d, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sa-h sejumlah

b. Detna Perimbarxgan sejurnlahr
1. Sernula
2. Bertambahlberkurang

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Ferubahan

c. Lerin-lain PendiLpatan Daerah yang Sah sejumlah
1. Semula
2. Bert.ambah/berkurang

I. Semula
2. Bertambablberkrrrang

Rp. 49l. 435.025.260,00
Bp-_3 5 " 894. 004. 385.O0

Rp. I 16.885.076.560,00
Bp-__S 1 .52 1 .4133. I 1 5.00

Rp. 9.549.667.500,00
n'p=_ 405. O50.000,00

Rp. 2,756.963.275,00

R.p. 16.7 L8.8i47.29{5,00
Rp. 5.80O.C}OQ000.00

Rp. 527 .329.029"645,00

Rp. I48.4D6.509.675,O0

Rp. 30.6917.252.560,O0

Rp 9.954.717 "500,00

Rp 2.561.2O7.675,00

Rp 22.518.847.295,0OJunnlah Lain-lain Pendapatan asli Daeratr )rang snh Setelah Perubahan



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah
1. Semula Rp. 92.997.455.26A,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 35.894.OO4.385.00

Jumlah Dana basi hasil Setelah Perubahan

b. Dana alclkasi umum sejumlah
1. Sen:rula
2. Bertambah/berkurang

Jurrrlah Dana alokasi ulrrum Setelah Penrbahan

c. Dana alokasi khusus sejumlah
1. Seneula
2. Bertambah/berkurang

Rp. 358.995.070.0O0,00
Rp. 0,00

Rp. 39.502.50O.000,00
Rp. 0.,o0

Rp I28.83 1.459.645,00

Rp 358.995.070.O00,O0

Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubatran Rp 39.502.500.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebeLgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp. O,O0
2. Bertambah/berkurang Rp. O,O0

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp ,0O

b. Dana Bagi Hasil Pajal< dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 70.564.000.000,00
2. Bertambah/berkurang Bp. 15.000.OOO.0O0JI!)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp 85.564.000.000,00

c. Dana Penyesuaian
1. Semula Rp. 45.021.076,560,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 11.521.433.115.00

Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan Rp 56.542.509.675,00



d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 1.3O0.0OO.0OO,OO
2. Bertambah/berkurang Rp. 5.0O0.000.0O0.O0

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan Rp 6.300.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Sernula Rp.302.556.459.200,00
2. Bertambah/berkurang Rr.. 28.674.215.115.00

Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp 336.230.624.81.5,00

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 972.057.573.895,00
2. Bertambah/berkurang Rp. T5.424.624.630.0O

Jumlah Belaaja langsung Setelah Perubahan Rp 447.482.19g.S2S,OO

(21 Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 292.27O.428.22O,OO
2. Bertambah/berkurang Rp. 22.918.266.115.00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 315.188.694.335,00

b. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. O,O0
2. Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp ,OO

c. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 8.587.466.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 1.837.849.000.00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 1O.425.315.O0O,OO



d.

e.

f.

Belanj a Bantr-ran Sosial
1. Semula
2. Bertambah lberkurang

Jumlatr Belanja Bantua:n Sosirr.l Seterlatr Penubahein

Belanja Bagi Harsil
1. Semr:la
2. Berturmbahlberkurang

Jumlah Belanja ltagi Hersil Setelah p'erubahan

Belanja Elantuan Keuemgan
1" Semula
2. Bertambahlberkurang

Jumlah Belanja l3antuan Keur,rngan Setelah peru.bahan

g. Belanja tidak terduga sejumlah
l. Semula
2. Bertambah/berkurang

Jumlah Belanja t.idak terduga setelah Pembahan

Rp. 5. 198.565.480,00
Bp. 3.:? 18. 100.000.00

Rp. 0,00
Rp. _ O,CO

Rp 9. 1 16.665,480,00

Rp 0,O0

Rp. 0,00

Rp 1.5O0.000.000,00

Rp 33.09 L.?LO.OOO,OO

Rp 1 64.167 .752 .377 ,AO

0,00
0.00

(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Sernula
2. Bertambahlberkurang

Jumlah Belanja pegawai Setelah Penubahan

b. Belanja belanja barang dan jasa
l. Semula Rp. 143.975.194.932,002. Bertambah/berkurang nrr. ZO.|gZ.SSZ.++S.OO

Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah perubahan

Rp. 1.500.000.000,00
Rp___ O.()0

Rp. 31" 123.I93.500,00
Rp. 1.968.016.5O0.00



c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 196.959.185.469,00
2. Bertambah/berkurang Rp 53.264.050.685.00

Jumlah Belanja :rnodal Setelah Perubahan Rp25O.223.236.148,0O

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasat I terdiri dari :

a. Penerimaan
1. Semula Rp. 79.4L7.942.775,43
2. Bertambah/berkurang Rp. 111,822.366.215.40

Jumlah penerimaan Setelah Perubahan Rp 185.2a5.308.99o,83

b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 56.000.000.000,43
2. Bertambah/berkurang Rp. 86.500.000.000,40

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 143,0o0.000.000,83

(21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
l. Semrrla Rp, ZA.4|T.942.Z7S,4B
2. Bertambah/berkurang Rp 111.822.366.215.4O

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp 135,245.308.990,33

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
1, Sernula Rp. O,0O
2. Bertambah/berkurang Ro. 0.0O

Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan Rp. O,OO

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembenrukan Dana Cadangan sejumlah
1. Semula Rp. 50.000.000.000,43
2. Bertambah/berkurang Rp. 63.O00.O00.000,40

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 113.000.000.000,83



b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
1. Semula RP' 6.500.000'000'00
2. Bertambah/berkurang Rp. 23.50O.000"O00.00

.Iumlah Penyertaan modal (inves,tasi) P,emerintah Daerah Sietelah Perubahan lRp 30,000.000.000,00

Pasal Ii

aia-n lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran
1g merupakan bagran yang ti lak terpisahkan dari peralrrran DaeralL ini, terdiri dari :

Lampirern I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubah an APIID menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Lampiran III Ringkasan Peruba-han APBD mernurut lJrusan Pemerintah Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;'

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Unrsan Pemerinlahan Daeralt, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

Lampirern V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan l(eterpaduan Urqsa:: Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalar

Kerangka Pengelolaan Kerrangan Negara;

Lampirur VI Daftar Perubahan Jumla}r. Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

Lampiran VII La.poran Keuangan Pemerintah Daerah yang telalL diteta pkan dengan peraturan daerah;

Lampirern VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran s,ebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarka:n kembali ddam ta]run

anggaran ini;

Lampiran IX Daltar pinja:rnan daerah dan obljgasi daerah.

pasal 6

tentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan
:aturan Walikota,



Pasal 7

Peratrrran Daerah ini mul.ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinla, mernerintahkan pengundangan Peraturan .Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran
Daerah Kota. Banjarbaru.

Ditetapkan diji Banj;ia.rbam
2013

OOR

Diunclangkan di Brmjarbcrnr
pada tanggal 1il ul":ol::'r 2013

DAER,I\H KO'TA BAIIJAREIARU T':\HUN ]2013 ]{OMO]R 1,,].

s\ i*

S DAERAH,

I.[RIANI



Peraturan Daerah ini rnulai br:rlaku pada tanggal diundangkap.

Agar setiap orang mengetakruinya, rn emerintahkan pengf,rndangan
Daerah Kcrta Banjarbaru.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal -, ,. .. i:r,':' 2013

Diundangkan {i Banjarbaru
Pacta tanggal '1 " i1'- - e : r r' 20 13

DAERAH,

NI

DA}IRAH KOTA BANJARBARI"J TAHUN 2O13 NOMOR 4rt

,F,


